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ABSTRAK

IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON
BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA
DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/111/2002

Oleh:
TIARA NURVIANTI

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa
emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman
gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas
dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu
tertentu. Gadai emas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah
saja, tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Salah satu bank syariah yang
menerapkan produk gadai emas yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung menjalankan produk gadai emas berpedoman pada ketentuan
yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.
25/DSN-MUI/111/2002 dan mengetahui penyebab perbedaan penerapan biaya
pemeliharaan dan penyimpanan marhun berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.
25/DSN-MUI/111/2002.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),sedangkan
sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul
maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif
dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gadai emas di Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung vyaitu telah berjalan dengan
berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan
Syariah Nasional. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan
penyimpanan Marhun, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan
jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam
persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan
penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, jika pihak Bank
menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah
pinjaman yang diterima nasabah maka dalam sisi bisnis kurang bersaing.
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“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah
Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa
menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Bagarah (2): 283)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat,
masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang sangat
membutuhkan suatu Lembaga Keuangan sebagai tempat untuk melakukan
berbagai macam transaksi keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga
keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan
dalam menempatkan dananya secara aman.*

Pada dasarnya, bank mempunyai peran dalam dua sisi, Yyaitu
menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang
sedang kelebihan dana (surplus dana), dan menyalurkan dana secara
langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk
memenuhi kebutuhannya.?

Bank yang berkembang di negara Indonesia tidak hanya bank
konvensional saja, tetapi juga bank syariah. Bank syariah di Indonesia
lahir sejak tahun 1992. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha
pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan

30.

! Ismail, Perbankan Syariah, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),

% |bid.



prinsip-prinsip syariah.® Sehingga dengan adanya bank syariah maka dapat
memenuhi keinginan dan kebutuhan umat Islam dalam mewujudkan
perekonomian yang berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip syariah.

Kegiatan bank syariah sebagai pelayanan dalam meningkatkan
produktivitas masyarakat salah satunya melalui pembiayaan. Pembiayaan
merupakan salah satu fasilitas penyediaan dana yang dilakukan oleh bank
syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit
unit.* Salah satu pembiayaan adalah dengan menggunakan akad rahn atau
gadai yang termasuk dalam pelayanan jasa pada bank syariah.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan rahn
sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam
pembiayaan murabahah. Selain itu, rahn juga dapat menjadi produk
tersendiri untuk menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau
yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Produk bank syariah yang menggunakan rahn sebagai produk tersendiri
yaitu produk gadai emas.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan
berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.’
Gadai emas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja,

tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Beberapa bank syariah di

® Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan llustrasi,
(Yogyakarta: EKONISIA, 2008), 27.

* Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, cet. ke-1, (Jakarta:
Gema Insani, 2001), 160.

> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2009), 402.



Indonesia sudah menerapkan produk gadai emas. Sehingga hal tersebut
dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana
dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminan nya.

Pelaksanaan produk gadai emas di bank syariah tidak jauh berbeda
dengan di pegadaian syariah yaitu harus memperhatikan unsur-unsur
kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang harus
ditanggung. Selain itu, pelaksanaan gadai emas ini juga harus berpedoman
pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan
Syariah Nasional sehingga pelaksanaan produk ini dapat berjalan sesuai
dengan prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi payung hukum gadai
syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu berpegang pada
Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/111/2002 tanggal 26
Juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman yang
menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn
diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/I111/2002
tentang gadai emas.®

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional tersebut sangatlah penting karena dijadikan dasar dan
pedoman bank syariah dalam menjalankan produk gadai emas. Bank
syariah yang memiliki produk pembiayaan berupa gadai emas, salah

satunya adalah Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

® Ibid., 388



Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton ini mulai
beroperasi sejak 5 November 2008. Namun, awal mulanya Bank Syariah
Mandiri KCP Kedaton ini adalah sebuah Kantor Kas yang mempunyai dua
payment point yaitu di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dan
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lalu, pada tahun 2010
Bank Syariah Mandiri Kantor Kas ini di tingkatkan menjadi Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pembantu.” Artinya, Bank Syariah Mandiri KCP
Kedaton ini mengalami perkembangan yang cukup baik.

Gadai emas di Bank Syariah Mandiri ini merupakan produk
dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan
prinsip gard dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan
dengan pengikatan secara gadai (rahn). Sedangkan barang atau harta
dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas
pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip
ijarah.?

Tabel 1.1

Jumlah nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Kedaton Bandar Lampung.®

No Tahun Jumlah Nasabah
1 2015 101
2 2016 151
3 2017 144
4 2018 145
5 2019 162

7 Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.

® Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka
Setia, 2015), 243.

° Wawancara dengan lbu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah
produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Kedaton Bandar Lampung mengalami peningkatan yang fluktuatif artinya
jumlah nasabah tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak secara

terus menerus.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/INN/2002 tentang Rahn
menjelaskan ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam
salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Penetapan besarnya
biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat
agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima
nasabah.

Namun, berdasarkan penelitian yang peneliti temui di lapangan,
masih ada salah satu poin ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI
yang belum diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung yaitu seperti dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan
penyimpanan barang gadai tersebut masih ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman atau dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang.

Menurut ibu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah
Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, dalam menetapkan biaya

pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas tersebut harus dihitung

1% Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah,
Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PB1/2008, 23.



berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Misalnya jika
emas yang digadaikan oleh nasabah yaitu dalam bentuk logam mulia
dengan berat 20 gram dan kadar 24 karat. Setelah emas tersebut ditaksir,
nasabah mendapat jumlah pinjaman sebesar Rp.10.830.000. Berdasarkan
perhitungan jumlah pinjaman tersebut maka besar biaya pemeliharaan dan
penyimpanan emas yang harus di bayar oleh nasabah yaitu sebesar

Rp.97.470.,-/15 hari (1 periode), atau Rp. 779.760,-/4 bulan.*!

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

NO.25/DSN-MUI/111/2002”.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan
Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/111/2002 ?

2. Apakah yang menyebabkan perbedaan penerapan biaya pemeliharaan
dan penyimpanan marhun berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-

MUI/111/2002 ?

' Wawancara dengan lbu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di
atas, maka penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi gadai
emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton
Bandar Lampung berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-
MUI/111/2002.

b. Untuk mengetahui penyebab perbedaan penerapan biaya
pemeliharaan dan penyimpanan marhun berdasarkan Fatwa DSN-
MUI No. 25/DSN-MUI/111/2002 ?

2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis

Peneilitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
akademik dan keilmuan berkaitan dengan pelaksanaan gadai emas
di bank syariah yang berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.
25/DSN-MUI/111/2002 dan peneliti berharap penelitian ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan
tersebut.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan serta menambah informasi terkait dengan pelaksanaan

gadai emas serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan



dan masukan bagi Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan
produk gadai emas yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu
(Prior Research) tentang persoalan yang dikaji.’> Oleh karena itu,
penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam
penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang
akan dilakukan berada. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan
penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah Silmi yang
berjudul “Implementasi Gadai Emas di BRI Syariah dalam Perspektif PBI
No.10/17/2008”. Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum
terhadap nasabah pelaku gadai emas syariah di BRI Syariah KCP Binjai.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang
diberikan terhadap nasabah pelaku gadai emas syariah di BRI Syariah
KCP Binjai yaitu apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan yang
disebabkan oleh kelalaian bank adalah berupa ganti rugi atas kerusakan
atau kehilangan barang tersebut sesuai dengan peraturan yaitu Komplikasi
hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang Rahn, Fatwa Dewan
Syariah Nasional tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional

tentang Rahn Emas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI1/2008

12 Zuhairi et al., Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro, Edisi Revisi
(Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 52.



tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.*® Perbedaan
penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada
subjeknya, pada penelitian Mawaddah Silmi meneliti tentang perlindungan
hukum terhadap nasabah pelaku gadai emas syariah di BRI Syariah KCP
Binjai, sementara yang peneliti lakukan vyaitu meneliti tentang
implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/111/2002.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Atigoh Prakasi yang
berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah”. Penelitian ini
lebih berfokus pada kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega
Syariah. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu kesesuaian
pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan apa yang
diatur dalam Fatwa DSN-MUI berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits yang
ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan
prosedur penyelesaian barang jaminan.** Perbedaan penelitian ini dengan
yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, pada penelitian
Atigoh Prakasi meneliti tentang kesesuaian pelaksanaan gadai emas di
Bank Mega Syariah, sementara yang peneliti lakukan yaitu meneliti
tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-

MUI/111/2002.

3 Mawaddah Silmi, “Implementasi Gadai Emas Di Bri Syariah Dalam Prespektif PBI
No. 10/17/2008, Skripsi, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara,
2016)

1 Atigoh Prakasi, “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah”, Skripsi, (Depok:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elvita Oktaviani yang
berjudul “Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank
Syariah Mandiri Cabang Palembang”. Penelitian ini lebih berfokus pada
pelaksanaan secara umum gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank
Syariah Mandiri Cabang Palembang dan kesinambungan antara teori
dengan praktik pada pelaksanaan gadai emas. Hasil yang didapat dari
penelitian ini yaitu pelaksanaan gadai oleh Bank Syariah Mandiri Cabang
Palembang ini hanya pada jenis barang tidak bergerak saja, dalam hal ini
Bank hanya menerima barang gadai berupa emas dalam bentuk perhiasan
ataupun batangan. Sedangkan kesinambungan antara teori dan praktik
pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang
secara umum telah sesuai dengan syariah karena telah memenuhi teori-
teori mengenai prinsip gadai emas syariah.”® Perbedaan penelitian ini
dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, pada
penelitian Elvita Oktaviani meneliti tentang pelaksanaan secara umum
gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang
Palembang dan kesinambungan antara teori dengan praktik pada
pelaksanaan gadai emas, sementara yang peneliti lakukan yaitu meneliti
tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-

MUI/111/2002.

 Elvita Oktaviani, “Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank
Syariah Mandiri Cabang Palembang”, Skripsi, (Palembang: Fakultas Hukum UIN Raden Fatah
Palembang, 2016)
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Berdasarkan telaah pustaka yang dikemukakan di atas dapat
diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan
dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kajian
yang berbeda, walaupun memiliki kajian yang sama yang membahas
mengenai gadai emas, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh
peneliti ini lebih ditekankan pada implementasi gadai emas pada Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/I111/2002.



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Gadai (Rahn)
1. Pengertian Gadai (Rahn)

Menurut bahasa rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga
dinamai al habsu, artinya penahan, seperti dikatakan ni 'matun rahinah,
artinya karunia yang tetap dan lestari.* Ar-Rahn atau rahn merupakan
perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk
mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan
rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan
utang yang bersifat mengikat.? Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan,“Rahn/gadai adalah
penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai
jaminan 3

Ar-Rahn yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam
yang digunakan sebagai jaminan atas pinjamannya. Barang yang
ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga, pihak yang menahan
barang tersebut memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali

seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan

! Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, cet. ke-
1, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 81.

2 Ismail, Perbankan Syariah, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011),209.

 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press,
2016), 193.
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bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.* Menurut
definisi lain, ar-rahn merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai
jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat
dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang
berhutang. Ar-rahn hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-Qur’an, as-
sunnah dan ijma’.5

Berdasarkan pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan diatas,
maka gadai (rahn) yaitu menahan harta atau barang milik peminjam
sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, dan barang
tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan
barang tersebut dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali
seluruh atau sebagian piutangnya jika pihak yang menggadaikan tidak
dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan pada saat
awal perjanjian.

Gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai
dengan syariah, karena bentuknya yang lebih tepat adalah skim
gardhul hasan disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya
sosial. Dijabarkan bahwa pinjaman tersebut diberikan gadai syariah
untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan
kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk kepentingan
membantu meringankan beban ekonomi para orang yang berhak

menerima zakat (Mustahiq). Bentuk Skim gardhul hasan ini apabila

* Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, cet. ke-1, (Jakarta:

Gema Insani, 2001),128.
> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), 252
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utang yang telah disepakati diwajibkan dilunasi pada waktu jatuh
tempo tanpa adanya tambahan bunga. Peminjam hanya membayarkan
atau menaggung biaya yang secara nyata merupakan kewajiban yaitu
biaya administrasi, biaya penyimpanan yang semuanya itu dibayarkan
dalam bentuk uang, bukan presentase atau bunga.®

Selain itu apabila ditinjau dari sifat akadnya gadai syariah
(rahn) memiliki 2 bagian yaitu untuk keperluan konsumtif (akad
gardhul hasan dan ijarah) dan keperluan modal usaha yang sifatnya
produktif yang dari usaha itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan
maupun menghasilkan kerugian (akad mudharabah, musyarakah, ba’i
mugayyadah dan rahn). Sehingga dengan menggunakan gadai syariah
masyarakat yang ingin memunjang perekonomian dengan cara
melakukan usaha menguntungkan karena dalam gadai syariah prinsip
utamanya untuk sosial yaitu membantu masyarakat untuk ketingkat
yang lebih maju selain itu juga dalam gadai syariah menitik beratkan
pada ketentuan hukum islam berdasaran fatwa dan atau pernyataan
kesesuaian syariah dengan DSN-MUI yang menyatakan bahwa harus
memenuhi  prinsip  keadilan (adl), keseimbangan (tawazun),
kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiah), tidak mengandung

gharar (objek tidak jelas), maysir (spekulatif), riba (penambahan

® Putri Dona Balgis, “GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai
Prinsip Syariah,” Jurnal Jurisprudence 7, no. 1 (2017): 85.
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pendapatan secara tidak sah), zhulm (ketidakadilan bagi pihak lain),
risywah (tindakan suap) dan objek haram.’
Dasar Hukum Gadai (Rahn)

a. Al-Qur’an

L 3740 g - 1

é-f :)5[-9 &wwﬁa&jmw}ﬂ&ﬁsd;jﬁ
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“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak
mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang
jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah
Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian,
karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor
(berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”®
(Q.S. Al-Bagarah (2): 283)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan ‘“barang
tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”. Dalam dunia
finansial, barang tanggungan tersebut biasa dikenal sebagali

jaminan atau objek yang digadaikan.

7 .
Ibid.,86.
® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005),38.
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b. Al-Hadits
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“Bahwasannya Rasulullah saw pernah membeli makanan
dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di
kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju
besinya”. ( HR. Al-Bukhori dan Muslim).®
3. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

Para ulama figh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun
rahn, namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama rukun rahn ada
lima, yaitu rahin (orang yang menggadaikan); murtahin (orang yang
menerima gadai); marhun/rahn (objek/barang gadai); marhun bih
(utang), dan shighat (ijab-gabul).’

Transaksi rahn antara nasabah dengan bank syariah/lembaga
keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat
yang telah ditentukan sesuai syariat Islam.™
a. Rahin (Nasabah)

Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
b. Murtahin (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah)

Bank atau lembaga keuangan syariah menawarkan produk rahn

sesuai dengan prinsip syariah.

° Ismail, Perbankan Syariah, 210.

1% Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 234.

! Ismail, Perbankan Syariah, 210
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c. Marhun Bih (Pembiayaan)

Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik,

wajib dikembalikan oleh rahin. Dalam hal rahin tidak mampu

mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang

telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai

sumber pembayaran.

d. Marhun (Barang Jaminan)

Marhun atau al-Marhun merupakan barang yang digunakan

sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan
pembiayaan.

Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan
syariah.

Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak
lain.

Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di
beberapa tempat.

Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun

manfaatnya.*?

e. Shighat ijab gabul (Pernyataan kesepakatan)

1)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu bahwa
kesepakatan rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu
atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena
kesepakatan ijab gabul dalam akad rahn sama dengan dalam

akad jual beli. Apabila kesepakatan dalam akad itu dikaitkan

2 |bid., 211.
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dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan

datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

2) Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mengatakan
bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung
kelancaran akad itu, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi
apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat atau karakter akad
rahn, maka syaratnya menjadi batal.*®

4. Implementasi Gadai (Rahn) di Perbankan Syariah

Dalam mengimplementasikan akad rahn, terdapat dua cara
yang dipraktikkan oleh perbankan syariah, yaitu; rahn sebagai produk
tersendiri dan rahn sebagai produk pelengkap. Rahn sebagai produk
tersendiri adalah rahn sebagai produk gadai atau merupakan alternatif
dari sistem gadai di bank konvensional.

Sedangkan rahn sebagai produk pelengkap di bank syariah
mengandung arti bahwa rahn itu dijadikan sebagai akad tambahan
(jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan
murabahah atau pembiayaan mudharabah. Bank dapat menahan
barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Hanya saja, pengunaan gadai di bank syariah dengan bank
konvensional memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak
pada penalti atas barang gadai. Di bank konvensional, jika nasabah

tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu secara

B Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, 235.
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otomatis disita oleh bank dan sekaligus terjadi pengalihan hak milik
dari nasabah kepada bank. Sedangkan di bank syariah, jika nasabah
tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang gadai itu akan dijual
oleh bank dan bank mengambil nominal dari harga barang gadai sesuai
dengan pinjaman nasabah. Apabila harga barang melebihi pinjaman,
maka kelebihan itu akan diserahkan kepada nasabah.'
5. Gadai Emas Syariah

Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh perbankan
syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas
syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi
yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada
bank syariah, seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.*®

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan
berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan
secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa
imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara
sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.’® Gadai emas
syariah ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang
berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI

yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits.

" Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, cet. ke-2, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2015), 107.

> Putri Dona Balgis, “GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai
Prinsip Syariah, 87.

' Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. ke-1, (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2009), 402.
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Rahn emas syariah dalam bank syariah harus sesuai dengan
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bank
syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank
Indonesia. Bank Indonesia menyatakan Rahn emas syariah di
perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI),
Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)."

Dalam pelaksanaan gadai emas, jaminan berupa emas yang
diberikan kemudian disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan
bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan untuk
membayar biaya sewa. Selain itu, dalam melaksanakan produk gadai
emas bank syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur
kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang mungkin
akan terjadi.”®

Akad yang digunakan dalam produk gadai emas di bank
syariah adalah sebagai berikut:*°
b. Akad gardh, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan

Bank Syariah atau UUS kepada nasababh;
c. Akad rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman

dana; dan

7 Putri Dona Balgis, “GADAI EMAS SYARIAH: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai
Prinsip Syariah,” 88.

'8 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 402.

'% Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk
Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
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d. Akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan

pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Emas

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai®

1)

2)

3)

Hak dan kewajiban penerima gadai meliputi:

Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak
dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil
penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk
melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan
kepada rahin.

Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang
telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai
(marhun).

Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai
berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh
pemberi gadai (nasabah/rahin).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul
kewajibannya yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:
1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau

merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh

kelalaiannya.

2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai
untuk kepentingan pribadinya.

3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada
pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda
gadai.

b. Hak dan kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)**

1)

2)

3)

Hak dan kewajiban pemberi gadai (rahin) meliputi:

Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta
benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman
utangnya.

Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan
dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu
disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta
benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya
lainnya.

40.

2% Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Ed., 1, cet. ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),

2L 1bid.,41.
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4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila
penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda
gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul
kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan,
termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta
benda gadaiannya, bia jangka waktu yang telah ditentukan
pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

7. Skema Akad Rahn Emas

Gambar 2.1 Skema Akad Rahn

3. Pencairan

Marhun Bih

A

1.Akad Rahn R A 4

A 4

Murtahin « " Rahin

i 2.Utang dan Jasa

Marhun

Adapun keterangan gambar tersebut yaitu :%

a.

Nasabah (rahin) mendatangi kantor bank syariah (murtahin) untuk
meminta fasilitas dengan membawa marhun yang tidak dapat
dimanfaatkan/dikelola oleh murtahin.

Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga
marhun yang diberikan rahin sebagai jaminan utangnya.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin
akan melakukan akad.

Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan
sejumlah marhun bih (pinjaman), yang diinginkan rahin dimana
jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.

22 |pid.,

70.
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e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka
pada saat melunasi marhun bih maka rahin akan memberikan
sejumlah ongkos kepada murtahin.

8. Prosedur Gadai Emas di Bank Syariah
Prosedur gadai emas di bank syariah adalah calon nasabah
pembiayaan gadai emas mendatangi kantor bank syariah dengan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ldentitas diri KTP/SIM yang berlaku.

b. Perorangan WNI.

c. Cakap secara hukum.

d. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut.

e. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan
aturan yang berlaku).

f. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas
batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian
minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya
adalah emas merah dan kuning.

g. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai
alamat, data penghasilan atau data lainnya.

Selanjutnya pihak bank syariah akan melakukan analisis
pinjaman yang meliputi:

a. Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat

calon pemohon peminjam.
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b. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan
karatase jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman,
penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.

c. Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan
menerbitkan pinjaman (gardh) dengan gadai emas. Jumlah
pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan
maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang
disesuaikan dengan harga standar emas.

d. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman (gardh)
sesuai dengan ketentuan bank.

e. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah

pinjaman. Contoh perhitungan:

1) Biaya sewa (BS) : Rp. 1.500/gram/bulan
2) Berat emas ditaksir (BED) : 20 gram
3) Karatase emas ditaksir (KED) : 22 karat

4) Harga Standar Emas 24 karat (HSE) : Rp. 600.000/gram

5) Jangka waktu sewa (JW) : 4 bulan

Dari data di atas diperoleh perhitungan sebagai berikut:

1) Biaya sewa tempat penyimpanan emas perhitungannya:
BED x JW x Rp.1.500 =20 gram x 4 bulan x Rp.1.500

= Rp.120.000,-
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2) Harga Taksiran Emas:
BED x HSE x KED/24 karat
=20 gram x Rp.600.000 x 22/24
= Rp. 11.000.000,-

3) Maksimal Pinjaman:

Rp. 11.000.000 x 80 % = Rp. 8.800.000,-

f.  Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.

0. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat
melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka
jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan:

1) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh
tempo pinjaman dan tidak diperbaharui;

2) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah
diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila
tidak dapat dilakukan, maka bank menjual berdasarkan harga
tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak perkenankan
memiliki agunan tersebut).?

9. Penyelesaian Gadai
Dalam proses gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat yang
dapat merugikan salah satu pihak, seperti ketika akad gadai diucapkan,

“Apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang

telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai

> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 403.
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pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran
yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih
kecil daripada utang rahin yang harus dibayar, yang dapa
mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya, ada kemungkinan
juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan
lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang
akibatnya akan merugikan pihak rahin.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin
belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun,
pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga
yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut.
Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila
harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utag, sisanya
dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan
marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung
pembayaran kekurangnnya.?*

B. Fatwa DSN-MUI tentang Rahn
Fatwa merupakan payung hukum bagi Bank Syariah dalam
menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Bank syariah dalam
menerapkan produk yang dimilki berpedoman pada ketentuan-ketentuan
yang berlaku pada Fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah

Nasional.

** Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Ed.,1, cet.ke-10, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 110.
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Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang dikukuhkan dengan SK Dewan
Pimpinan MUI No.Kep-754/MUI/11/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN
pada dasarnya merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah
MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan
ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga
keuangan syariah ataupun lainnya.®

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.
Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan
memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga
keuangan syariah. DSN juga dapat memberi teguran kepada lembaga
keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis
panduan yang telah ditetapkan.?

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
pelaksanaan Rahn dan Rahn Emas yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor: 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/IN/2002 tentang Rahn Emas agar
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (Rahn Emas)

di Lembaga Keuangan Syariah.

%> Darsono, dkk, Perbankan Syariah di Indonesia, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), 285.
2 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, 32.
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1. Ketentuan Fatwa DSN Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/111/2002

tentang Rahn. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan
barang sebagai jaminan utang;

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon
kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
syari’ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan
fatwa untuk dijadikan pedoman tentang Rahn, yaitu menahan
barang sebagai jaminan atas utang.?’

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/111/2002

tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn

diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum

1.

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan

Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang

menyerahkan barang) dilunasi.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada

prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin

kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun

dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan

dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya

menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh

Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan

tetap menjadi kewajiban Rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan Marhun

a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan
Rahin untuk segera melunasi utangnya.

%’ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn, 1.
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b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka
Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai
syariah.

c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar
serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.?®

b. Ketentuan Penutup
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau

2)

jika terjadi perselisinan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya.”

2. Dasar Hukum Penetapan Fatwa tentang Rahn

Penetapan fatwa DSN-MUI tentang rahn memiliki dasar

hukum sebagai berikut :

a. Al-Qur’an

Firman Allah, QS. Al-Bagarah [2]: 283:
R BT AL B RS PR N T -
SOV g ov: R gt L,g(lj.x.?u (,ij.m ul.c/o.mfgb

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak

memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang... "

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah

b. Al-Hadits
r.a., ia berkata:
%8 1bid.,3.

2 1pid.
* 1bid.,1.



30

\
C-=

besss 2 UGD o 231 g ol Al o W J3

° Z o AT
R el > By s

-

“Sesungguhnya Rasulullah s.aw. pernah membeli
makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi
menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. %"

3. Ketentuan Fatwa DSN Rahn Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/I11/ 2002

tentang Rahn Emas. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

a.

bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan
masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan
atas utang;

bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat
tersebut dalam berbagai produknya;

bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas
sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek
rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu
menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.*

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-

MUI/111/2002 tentang Rahn Emas yaitu sebagai berikut:

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa
DSN nomor: 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn).
Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh

Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada
pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
Biaya 3%enyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad

a.
b.
penggadai (rahin).
C.
d.
ljarah.
*! Ibid.

32 Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn Emas, 1.

* 1bid.,

2.
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4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Fatwa DSN-MUI

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah
adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (sharia compliance).
Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan
syariah  dalam  segi  pengelolaan  (manajemen)  maupun
operasionalnya.®

Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai
dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingkat pengawasan
berikutnya di level Nasional dinamai dengan Dewan Syariah
Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama
Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki
otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-
masalah perbankan syariah. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah menjadi dasar pembentukan Komite Perbankan
Syariah yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan
Bank Indonesia (PBI).*®

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah
prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

3 Lugman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan
Syariah,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 1 (2016): 78.
35 |p
Ibid.,89.



32

penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*®

Ketentuan-ketentuan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan
Syariah Nasional menjadi acuan dasar bagi bank syariah dalam
menjalankan produk-produknya. Dengan demikian, bank syariah dapat
dikenakan sangsi administratif jika produk yang diterapkan tidak
sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal ini fatwa DSN-MUI). Sanksi
administratif tersebut berupa: (1) peringatan, (2) pelaksanaan penilaian
kembali kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*’

DSN dapat memberikan sanksi berupa teguran kepada industri
keuangan syariah jika industri yang bersangkutan menyimpang dari
guidelines yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN. Hal ini dilakukan
ketika DSN memperoleh laporan dari tiap-tiap DPS pada industri
keuangan syariah yang melakukan penyimpangan terhadap kepatuhan
syariah yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan semacam itu, berarti
sebuah pelanggaran atau pencederaan terhadap kerangka regulasi yang
ada, di mana hukuman akan dikenakan. Hukuman yang dimaksud
dapat berupa berbagai macam hukuman, mulai dari yang bersifat
administratif semacam surat peringatan. Kemudian, apabila pihak
industri keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan

olen DSN, maka pihak DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang

*® Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah,
Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI1/2008, 17.

%7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola
Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 59 ayat (1), 32
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berwenang seperti OJK, serta instansi terkait lainnya, untuk
memberikan sanksi dan tindakan tegas seperti pencabutan izin
usaha/lisensi agar industri keuangan syariah tersebut tidak
mengembangkan lebih jauh atas tindakan-tindakan yang melanggar

ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah.®

3 Lugman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan

Syariah,” 92.



BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research
yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk
menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.*
Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Kedaton Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Teuku Umar
No. 6 A-B Kedaton, Bandar Lampung.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk
membuat deskripsi atau keterangan mengenai situasi atau kejadian yang
terjadi.> Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
serta keterangan mengenai implementasi gadai emas pada Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan
fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/111/2002.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber
data primer dan sumber data sekunder.®
1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

' Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), 96.

? Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), 76

* Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, cet. ke-16, (Bandung: Alfabeta, 2012), 392
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a. 1 orang Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung.
b. 1 orang Pawning Officer Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung.
c. 2 orang nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku,
brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan penelitian ini seperti buku Bank Syariah dari Teori dan
Praktik karangan Muhammad Syafii Antonio, Bank dan Lembaga
Keuangan Syariah karangan Andri Soemitra, Hukum Gadai Syariah
karangan Zainuddin Ali, Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/111/2002
tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/IN1/2002 tentang
Rahn Emas, dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data
dalam kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan

data sebagai berikut:
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1. Metode Wawancara

Wawancara yang dilakukan guna untuk mendapatkan
informasi secara langsung dari para responden.* Wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan
wawancara semi terstruktur.

Metode wawancara semi terstruktur ini dilakukan untuk
menggali data tentang implementasi gadai emas pada Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
berdasarkan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/I11/2002. Dalam hal
ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Bapak Ujang Murni
selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung, Ibu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah
Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, dan 2 orang nasabah Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk mendukung kelengkapan data
yang lain.> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
berupa dokumen-dokumen di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung yang berkaitan dengan produk gadai emas, buku-
buku atau referensi yang berkaitan dengan gadai emas, Fatwa DSN-

MUI yang terkait dengan rahn atau rahn emas, dan lain sebagainya.

* P. Joko Subagyo, Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta,
2011), 39.

> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet ke-14,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.
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D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir
induktif. Teknik analisis data kualitatif digunakan karena data yang
diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.®

Sedangkan metode berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang
bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan
persoalan yang bersifat umum.” Kemudian akan dianalisa dengan data
yang ada, selanjutnya dengan analisa tersebut maka akan diketahui tentang
bagaimana implementasi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-

MUI No.25/DSN-MUI/111/2002.

® V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru
Press, 2014), 19.

’ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),
21.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton
merupakan salah satu Bank yang berlokasi di jalan Teuku Umar No. 6
A-B Kedaton Bandar Lampung. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
menjadi kantor cabang pembantu dari Bank Syariah Mandiri dengan
tujuan untuk memperluas jaringan kantor.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton ini
mulai beroperasi sejak 5 November 2008. Namun, awal mulanya
Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini adalah sebuah Kantor Kas
yang mempunyai dua payment point yaitu di Politeknik Kesehatan
Tanjung Karang dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Lalu, pada tahun 2010 Bank Syariah Mandiri Kantor Kas ini di
tingkatkan menjadi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu.
Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini merupakan salah satu Bank
yang cukup diminati oleh masyarakat Bandar Lampung dan memiliki

produk Gadai Emas (Rahn emas) sejak tahun 2010.*

! Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.
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2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung?
a. Visi
“Bank Syariah Terdepan dan Modern”.
1) Untuk Nasabah
BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat,
menenteramkan dan memakmurkan.
2) Untuk Pegawai
BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk
beramanah sekaligus berkarir profesional.
3) Untuk Investor
Institusi keuangan syariah Indonesia yang paling terpercaya
yang terus memberikan value berkesinambungan.
b. Misi
1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata
industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi
yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran
pembiayaan pada segmen ritel.

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Syariah universal.

> Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17
Maret 2020
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5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja
yang sehat.
6) Meningkatkan  kepedulian terhadap  masyarakat dan
lingkungan.
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung
Struktur  organisasi  (organizational  structure) adalah
menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan
dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi PT. Bank Syariah
Mandiri senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis

sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis.
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Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung adalah sebagai berikut:®

Branch Manager

Ujang Murni
4 . ] N
Pawning Officer CBRM Micro Banking BOSM
Santi Triana Fitri Fatmawati Manager Yashinta Prita
- Dewi
J
CSE Mitra Back
Aldryn M.Yogie
~— Tembrian Sulandra
TN ___
e Sales /ﬁ Customer
rorce ASE “Service
1.Melta | 1.Nisbah | 1.Dewi
2.Dwika 2.Bagus 2.Lena
3.Junaini 3.Erlin \
\ J 4 Jemi
N/ ’ N
Teller
1.Devi
| | 2.Citra
3.Armalia
4. Annisa
N
Security
1.Bani
— 2.Dedi
3.0rbento
4 Joni
S
Driver Office Boy
Ahyarudin Gunadi
J

* Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17
Maret 2020
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Adapun struktur organisasi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh

bagian-bagian struktur organisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton

Bandar Lampung diantaranya sebagai berikut:*

a.

Branch Manager

Branch Manager ialah sebagai kepala cabang yang bertugas dalam
mengelola dan menetapkan strategi pemasaran produk bank untuk
mencapai tingkat sasaran yang sudah ditetapkan serta memastikan
realisasi target operasional cabang.

Branch Operations & Service Manager (BOSM)

BOSM bertugas dalam memastikan layanan nasabah yang optimal dan
sesuai standar serta memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan
administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan.

Back Office (BO)

BO bertugas dalam menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang
berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor serta
mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai
dengan wewenang yang berlaku.

Customer Service

CS bertugas dalam memproses pembukaan dan penutupan rekening.
menginput data Customer dan Loan Facility yang lengkap dan akurat,

dan mengelola kartu ATM dan surat berharga.

* Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17

Maret 2020.
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Teller

Teller bertugas melayani nasabah dalam melakukan transaksi tunai
dan non tunai dan mengelola saldo kas Teller sesuai limit.

Mitra Mikro

Mitra Mikro bertugas dalam melakukan pencapaian penjualan sesuai
target bisnis yang ditentukan dan mengoptimalkan upaya pemasaran
dan penjualan produk outlet mikro kepada calon nasabah mikro.

Retail Sales Executive (RSE)

RSE bertugas dalam memastikan dokumen pembiayaan telah
dilengkapi sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan checklist yang
telah disepakati dan melakukan input data pembiayaan di dalam
sistem dengan benar dan akurat.

. Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)

CBRM bertugas dalam berinteraksi dan mengenal nasabah sebagai
proses dalam penyesuaian produk bank serta memastikan kualitas
aktiva produktif dalam kondisi performing, financing dan
maintenance terhadap seluruh nasabah.

Customer Sales Executive (CSE)

CSE bertugas dalam melakukan aktifitas sales seperti presentasi,
canvasing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna

mencapai target pencairan.
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Sales Force (SF)

SF bertugas dalam melakukan aktifitas sales dalam hal pembiayaan
dengan fokus nasabah pensiunan dan pra pensiun.

Pawning Officer

Bertugas dalam memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas
BSM yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan fee based
income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif, memastikan akurasi
penaksiran barang jaminan, memastikan kelengkapan dokumen
aplikasi gadai dan menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai
sesuai ketentuan yang berlaku.

Security

Bertugas dalam menjaga keamanan dan  ketertiban  di
lingkungan/kawasan kerjanya serta melaksanakan pengamanan dan
pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan

ketentuan yang telah ditetapkan.

. Office Boy (OB)

Bertugas dalam menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan Kkerja
terutama terkait dengan layanan nasabah.

Driver

Bertugas dalam mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan

yang terkait dengan hal tersebut.
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B. Implementasi Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

Produk gadai emas (Rahn emas) merupakan salah satu produk

yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung.

Produk gadai emas ini sudah ada sejak tahun 2010 dan menjadi salah

produk yang cukup diminati oleh masyarakat.® Terlihat pada tabel jumlah

nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar

Lampung pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Kedaton Bandar Lampung.®

No Tahun Jumlah Nasabah
1 2015 101
2 2016 151
3 2017 144
4 2018 145
5 2019 162

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah
produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Kedaton Bandar Lampung mengalami peningkatan yang fluktuatif artinya
jumlah nasabah tersebut mengalami peningkatan meskipun tidak secara

terus menerus.

> Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.

® Wawancara dengan lbu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 1 November 2019.
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Berdasarkan wawancara peneliti dengan Branch Manager Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung bahwasanya produk
gadai emas ini sangat memudahkan masyarakat sekaligus menjadi
alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan
menggunakan emas sebagai agunan atau jaminan dengan cara yang cepat.
Banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan gadai emas ini untuk
keperluan modal usaha atau untuk keperluan konsumtif. Pihak bank juga
selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua
nasabah terutama nasabah gadai emas tersebut, agar nasabah merasa puas
dengan pelayanan di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung.’

Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah gadai
emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung bahwasanya
masih ada tanggapan nasabah tersebut terkait produk gadai emas di Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton ini yang merasa kurang puas dengan
pelayanan di Bank tersebut, dikarenakan di Bank Syariah Mandiri KCP
Kedaton hanya memiliki satu loket ruang gadai dan tidak seperti di
Pegadaian yang sudah memiliki banyak loket. Selain itu, salah satu syarat
untuk melakukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP
Kedaton yaitu nasabah harus mempunyai rekening tabungan Bank Syariah
Mandiri, sehingga nasabah yang belum memiliki rekening tabungan Bank

Syariah Mandiri juga harus mengantri di Customer Service dengan

7 Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.
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nasabah-nasabah yang lain untuk membuat rekening tabungan terlebih
dahulu. Sehingga nasabah yang ingin menggadaikan emasnya harus
menunggu antrean yang cukup lama.?
Produk gadai emas ini juga diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI yang berlaku dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI tersebut.’
Produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung ini dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan akad gardh
dalam rangka rahn dan akad ijarah. Akad gardh digunakan ketika bank
memberikan pinjaman kepada nasabah, akad rahn digunakan ketika
pengikatan secara gadai atas barang jaminan berupa emas nasabah yang
bersangkutan, dan akad ijarah digunakan ketika jaminan berupa emas
nasabah tersebut dalam pemeliharaan dan penyimpanan bank, maka bank
mengenakan biaya sewa.™
1. Prosedur Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung
a. Nasabah mendatangi Bank Mandiri Syariah KCP Kedaton.
b. Nasabah menemui bagian gadai pada lantai dua Bank Mandiri
Syariah KCP Kedaton.
c. Nasabah mengajukan rahn emas dan mengisi formulir gadai emas

d. Pihak bank menaksir barang gadai.

® Wawancara dengan nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.

° Wawancara dengan Bapak Ujang Murni selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.

1% Wawancara dengan lbu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.
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e. Pihak bank menjelaskan pembiayaan dan hasil taksiran,
mengajukan pertanyaan kepada nasabah apakah setuju atau tidak.

f. Pihak bank melakukan input sistem.

g. Otorisasi atau pengesahan pemberiaan pembiayaan, pihak bank
menanyakan pada nasabah untuk memilih mencairkan dana melalui
ATM atau secara tunai melalui teller.

h. Transaksi selesai
Pihak bank memberikan surat gadai emas kepada nasabah, dan
menjelaskan saat jatuh tempo gadai tersebut.™

2. Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank

Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

a. Nasabah harus mempunyai tabungan Bank Syariah Mandiri.

b. Nasabah harus sudah cakap hukum (17 tahun ke atas).

c. Kartu Identitas Nasabah.

d. Pembiayaan mulai dari Rp.500 ribu.

e. Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan.

—h

Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang).*?

3. Karakteristik Pelaksanaan Produk Gadai Emas Bank Syariah
Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung
a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad gardh dalam rangka rahn

dan akad ijarah.

1 bid.
12 1bid.
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b. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat
pencairan.

c. Biaya pemeliharaan dihitung per-periode (15 hari) dan dibayar pada
saat pelunasan.

d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila
s.d 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.*

4. Perhitungan Penaksiran dan Penentuan Besar Biaya Pemeliharaan
dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung

Sebelum menetapkan besarnya jumlah pinjaman yang akan
diterima oleh nasabah, maka petugas gadai Bank Syariah Mandiri KCP
Kedaton melakukan penaksiran terhadap jaminan berupa emas tersebut.
Penaksiran emas tersebut dihitung berdasarkan Harga Dasar Emas
(HDE) dikali dengan berat emas yang akan ditaksir. Setelah di dapatkan
harga taksiran maka petugas gadai akan menghitung jumlah pinjaman
yang akan diterima oleh nasabah dengan cara menghitung hasil taksiran
tersebut dikali dengan FTV (Financing To Value). FTV dilihat
berdasarkan jenis jaminan (logam mulia/perhiasan). FTV perhiasan
yaitu 80% dan logam mulia 95%."

Setelah diketahui besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima
oleh nasabah maka petugas gadai akan mengitung nominal ujrah selama

4 bulan dengan cara menghitung besarnya taksiran emas dikali dengan

3 |bid.
% bid.
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persentase ujrah dikali 4 bulan. Persentase ujrah tersebut dilihat
berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Kemudian setelah
didapatkan jumlah nominal ujrah selama 4 bulan, maka petugas gadai
akan menghitung besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas per-
periode (15 hari) dengan cara menghitung jumlah nominal ujrah selama
4 bulan dibagi dengan 8 periode.’

Penetapan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas di
Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton ini berdasarkan atas jumlah
pinjaman yang diterima nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam
persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan
penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, jika pihak Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton menghitung biaya pemeliharaan dan
penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima
nasabah dan hanya berdasarkan taksiran saja maka dalam sisi bisnis
kurang bersaing dan akan menimbulkan komplain nasabah gadai emas
tersebut.'®

Berikut contoh simulasi perhitungan gadai emas di Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung:*’

Pada tanggal 1 Maret 2020, nasabah membawa emas untuk
digadaikan berupa logam mulia dengan kadar 24 karat dan berat 20

gram. Berapakah pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan

 Ibid.

*® Ibid.

' Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17
Maret 2020
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berapakah biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang harus dibayarkan

oleh nasabah pada saat jatuh tempo ?

1 Juli 2020 (4 bulan)

(Misal HDE = Rp.570.000,-)

Diketahui:

Waktu/periode gadai: 1 Maret-1 Juli = 4 bulan (8 periode)

a.

Taksiran
HDE x Berat Emas = Rp. 570.000,- x 20 gram
= Rp. 11.400.000,-
Pinjaman yang diterima oleh nasabah
Taksiran x FTV = Rp. 11.400.000,- x 95 %
= Rp. 10.830.000,-
Nominal ujrah 4 bulan
Taksiran x Persentase Ujrah x 4 bulan
Rp. 11.400.000,- x 1,710 % x 4 bulan = Rp. 779.760,- / 4 bulan

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan (per 15 hari)

Nominal ujrah 4 bulan Rp. 779.760,-

8 periode 8 periode

Rp. 97.470,- / 15 hari

Berdasarkan contoh simulasi perhitungan gadai emas di Bank

Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung diatas dapat

disimpulkan bahwa jika nasabah yang akan melakukan pembiayaan

produk gadai emas dengan membawa jaminan emas seberat 20 gram
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dan kadar emas 24 karat maka emas tersebut akan ditaksir oleh pihak
bank dengan hasil taksiran sebesar Rp. 11.400.000,-. Kemudian setelah
emas tersebut ditaksir, maka pihak bank akan menghitung jumlah
pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah tersebut. Dari hasil
perhitungan tersebut nasabah mendapat pinjaman sebesar Rp.
10.830.000,-. Setelah pihak bank menghitung jumlah pinjaman yang
dapat diterima oleh nasabah, maka selanjutnya pihak bank akan
menghitung besar nominal ujrah selama 4 bulan yang wajib dibayar
oleh pihak nasabah. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh jumlah
nominal ujrah selama 4 bulan yaitu sebesar Rp. 779.760,-. Dari jumlah
nominal ujrah selama 4 bulan yang sudah dihitung tersebut maka dapat
diketahui bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimanan Marhun
(barang gadai) per periode atau per 15 hari yaitu sebesar Rp. 97.470,-.
5. Mekanisme Pelunasan pada Produk Gadai Emas Bank Syariah
Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung®®
Jangka waktu gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP
Kedaton Bandar Lampung adalah empat bulan. Dalam jangka waktu 4
bulan tersebut terbagi menjadi 8 periode dan satu periode yaitu 15 hari.
Pelunasan pembiayaan pada produk gadai emas di Bank Syariah
Mandiri KCP Kedaton yaitu dengan cara nasabah membayar pokok
pembiayaan ditambah dengan biaya sewa/pemeliharaan dalam jangka

waktu 4 bulan. Namun, jika nasabah belum bisa melunasi pinjamannya

'® Wawancara dengan lbu Santi Triana selaku Pawning Officer Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung, pada tanggal 17 Maret 2020.
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dan akan melakukan perpanjangan maka nasabah hanya dikenakan
biaya sewa pemeliharan dan biaya administrasi.

Apabila nasabah ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh
tempo maka nasabah tinggal membayar ujrah yang terhitung sejak
tanggal surat bukti gadai emas dengan maksimal jangka waktu 4 bulan.
Jika dalam jangka waktu 7 hari setelah terjadinya akad pihak nasabah
melunasi hutangnya maka nasabah tetap dikenakan biaya ujrah selama
15 hari begitu juga bila nasabah melunasi hutangnya pada hari ke 17
maka nasabah dikenakan biaya ujrah yang sama dengan 30 hari.

Ketika jatuh tempo, maka pihak bank akan mengingatkan
kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya atau pembiayaannya.
Nasabah yang tidak dapat membayar semua pembiayaannya kepada
bank dalam jangka waktu 4 bulan, maka nasabah dapat melakukan
maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan cara:

a. Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada bank.
b. Bank akan melakukan perpanjangan secara otomatis, mengikuti
ketentuan yang berlaku pada bank.

Dengan adanya pilihan perpanjangan otomatis dalam formulir
permohonan gadai emas maka pilihan tersebut merupakan permohonan
sah nasabah kepada bank atas perpanjangan jangka waktu pembiayaan
gadai emas yang diatur dalam akad yang tidak dapat dibatalkan oleh
nasabah sampai dengan pembiayaan lunas dengan tetap memperhatikan

ketentuan lain yang diatur dalam akad. Dalam hal pembayaran
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dilakukan melalui rekening nasabah pada bank, maka nasabah memberi
kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang
terhutang oleh nasabah kepada bank dari rekening nasabah baik
sebagian atau keseluruhannya.

Jika nasabah tetap tidak dapat membayar semua pembiayaannya
maka pihak bank akan menjual emas yang menjadi jaminan utang
tersebut, yang dipakai untuk menutupi seluruh pinjaman pokok yang
ditambah dengan biaya sewa. Jika hasil penjualan emas tersebut
melebihi pinjaman maka uang kelebihannya dikembalikan kepada
nasabah melalui rekeningnya tetapi jika uang hasil penjualan emas tidak
menutupi semua pinjaman pokok yang ditambah dengan biaya sewa
maka nasabah harus tetap membayar kekurangannya.

C. Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan
Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/111/2002

Fatwa merupakan payung hukum bagi Bank Syariah dalam
menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Bank syariah dalam
menerapkan produk yang dimilki berpedoman pada ketentuan-ketentuan
yang berlaku pada Fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah
Nasional.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan
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memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga
keuangan syariah. DSN juga dapat memberi teguran kepada lembaga
keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis
panduan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
pelaksanaan Rahn dan Rahn Emas yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor: 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/IN/2002 tentang Rahn Emas agar
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan produk Gadai Emas (Rahn Emas)
di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam ketentuan Rahn Emas dijelaskan bahwa Rahn Emas
dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn yang terdapat dalam Fatwa DSN-
MUI No.25/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn. Berdasarkan Fatwa DSN-
MUI No.25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn pada ketentuan umum poin
pertama yaitu “Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan
barang) dilunasi. Pada pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP
Kedaton Bandar Lampung, bank bertindak sebagai Murtahin (penerima
barang) dan nasabah bertindak sebagai Rahin (pemberi barang) dan Bank
mempunyai hak untuk menahan barang berupa emas sampai nasabah
tersebut melunasi semua utangnya.

Ketentuan umum poin kedua yaitu “Marhun dan manfaatnya tetap

menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan
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oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai
Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan
dan perawatannya”. Pada pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri KCP
Kedaton Bandar Lampung barang gadai berupa emas tetap menjadi milik
nasabah, hanya saja dalam proses pelaksanaan gadai emas tersebut
sementara emas disimpan oleh pihak Bank sebagai jaminan sampai
nasabah mampu melunasi seluruh pokok pembiayaan serta biaya
pemeliharaannya, dan selama proses gadai emas Bank tidak
memanfaatkan barang gadai emas tersebut.

Ketentuan umum poin ketiga yaitu “Pemeliharaan dan
penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun
dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin”. Pada pelaksanaanya di
Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, pemeliharaan dan
penyimpanan barang gadai berupa emas dilakukan oleh pihak Bank,
sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tersebut tetap
menjadi kewajiban nasabah. Sehingga, nasabah wajib membayar biaya
pemeliharaan dan penyimpanan emas kepada pihak Bank.

Ketentuan umum poin keempat “Besar biaya pemeliharaan dan
penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman”. Pada pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton

Bandar Lampung, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang
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gadai berupa emas tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang
diterima oleh nasabah.

Ketentuan umum poin kelima ‘“Penjualan Marhun”. Pada
pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung,
apabila sudah jatuh tempo maka pihak Bank mengingatkan nasabah untuk
segera melunasi semua hutangnya atau pembiayaannya. Jika nasabah tetap
tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak Bank menjual barang
jaminan berupa emas tersebut guna untuk melunasi atau membayar semua
hutang nasabah kepada pihak bank setelah dikurangi biaya-biaya yang
belum dibayar seperti biaya pemeliharaan. Apabila hasil penjualan barang
jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang nasabah,
maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya
itu. Sebaliknya, jika hasil penjualan barang melebihi hutang nasabah,
maka Bank akan mengembalikan kelebihan penjualan itu ke nasabah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan kedua Fatwa DSN-MUI
N0.26/DSN-MUI/IN11/2002 tentang Rahn Emas yaitu “Ongkos dan biaya
penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)”. Pada
pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung,
ongkos dan biaya ini berupa biaya administrasi dan biaya pemeliharaan
atau penyimpanan emas, dan ongkos tersebut sepenuhnya menjadi
tanggung jawab nasabah.

Ketentuan poin ketiga yaitu “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2

besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”. Pada
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pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung,
ongkos atau biaya yang ditanggung oleh nasabah ditentukan oleh pihak
Bank dan ongkos yang dimaksud tersebut yaitu biaya administrasi yang
ditentukan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.
Sehingga semakin besar pinjaman maka semakin besar pula biaya
administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Rincian biaya administrasi
yang dijelaskan pihak bank digunakan sebagai biaya asuransi terhadap
jaminan dan biaya materai. Selain biaya administrasi, ada pula biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang juga ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Ketentuan poin keempat yaitu “Biaya penyimpanan barang
(marhun) dilakukan berdasarkan akad ljarah”. Pada pelaksanaanya di
Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung, barang jaminan
berupa emas disimpan oleh pihak bank. Atas pemeliharaan atau
penyimpanan barang jaminan tersebut pihak bank menetapkan biaya
pemeliharaan atau penyimpanan yang wajib dibayar oleh nasabah sesuai
dengan akad ljarah. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau
penyimpanan barang jaminan bank dapat mendapatkan fee atau upah atas
jasa yang diberikan oleh nasabah atau bayaran atas jasa sewa yang
diberikan oleh nasabah.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, Bank Syariah
Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung dalam menerapkan dan

menjalankan produk gadai emas tersebut berdasarkan dengan prinsip
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syariah dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Setiap poin-poin
ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-
MUI/1I1/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-
MUI/111/2002 tentang Rahn Emas diterapkan dengan baik oleh Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton. Akad yang digunakan pun juga sesuai
dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad rahn, gardh dan ijarah.
Jaminan yang digunakan dalam produk gadai emas di Bank Syariah
Mandiri tersebut yaitu jaminan berupa emas, baik emas perhiasan ataupun
emas lantakan. Marhun (barang gadai) yang sudah diterima oleh pihak
Bank adalah barang jaminan nasabah yang sepenuhnya barang milik rahin
(nasabah). Bagi nasabah yang ingin melaksanakan pembiayaan gadai emas
di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton juga harus memenuhi beberapa
persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah
Mandiri tersebut seperti nasabah harus mempunyai rekening tabungan
Bank Syariah Mandiri dan juga membawa kartu identitas. Bank Syariah
Mandiri KCP Kedaton ini juga berusaha untuk menerapkan produk gadai
emas yang sesuai dengan ekonomi Islam vyaitu dengan berusaha
memudahkan dan membantu masyarakat atau nasabah yang ingin
melakukan pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai jaminan
dengan proses yang lebih cepat. Sehingga produk gadai emas ini
diharapkan mampu memberikan manfaat dalam membantu perekonomian

masyarakat atau nasabah tersebut.
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Hanya saja, terdapat salah satu poin ketentuan dalam Fatwa DSN-
MUI Nomor: 25/DSN-MUI/IIN/2002 tentang Rahn yaitu pada poin
keempat dalam hal penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan
barang jaminan berupa emas tersebut masih ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman yang diterima oleh nasabah. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI
dijelaskan bahwa “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sehingga, untuk
biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku pada Fatwa DSN-MUI.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan fatwa DSN-
MUI NO.25/DSN-MUI/IN1/2002 yaitu telah berjalan dengan berdasarkan
prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn Emas.
Dapat dilihat dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas,
prosedur pelaksanaan produk gadai emas, rukun dan syarat, serta
penjualan Marhun dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan
yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan
penyimpanan Marhun, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan
berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Padahal dalam
Fatwa dijelaskan bahwa “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan
Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Hal
tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor
menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah
pinjaman. Sehingga, jika pihak Bank menghitung biaya pemeliharaan dan
penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah
dan hanya berdasarkan taksiran saja maka dalam sisi bisnis kurang

bersaing dan akan menimbulkan komplain nasabah gadai emas tersebut.
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B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung harus
mengembangkan bisnis dan menjalankan setiap produk yang dimiliki
dengan berpedoman pada prinsip syariah dan ketentuan yang tertuang
pada fatwa Dewan Syariah Nasional sesuai dengan salah satu misi bank
tersebut yaitu mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah
universal.

2. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung harus lebih
meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap nasabah agar nasabah

lebih puas dengan pelayanan di Bank tersebut.
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ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON
BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FATWA
DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/IE2002

A. Wawancara/Interview
1. Wawancara kepada Branch Manager Bank Syarish Mandiri KCP

Kedaton Bandar Lampung.

a. Sejak kapan produk gadai emas tersebut diluncurkan di Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?

b. Bagaimana perkembangan jumiah nasabah produk gadai emas di
Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?

c. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap produk gadai emas di
Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?

d. Bagaimana penerapan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri
KCP Kedaton Bandar Lampung ?

2. Wawancara kepada Pawning Officer Bank Syariah Mandiri KCP

Kedaton Bandar Lampung.

a. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk gadai emas di Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?

b. Bagaimana akad dalam pelaksanaan produk gadai emas di Bank
Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?

¢. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan produk gadai
emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?



d. Bagaimana perhitungan dalam penaksiran gadai emas di Bank

Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?

¢. Bagaimana penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan
penyimpanan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton
Bandar Lampung ?

f. Apa alasan yang mendasari penentuan besarnya biava
pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas di Bank Syanah
Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung ?

g Bagaimana jika dalam jangka waktu vang telah ditentukan pada
perjanjian gadai emas, pihak penggadai (rahin) belum bisa
mengembalikan pinjamannya ?

h. Bagaimana jika dalam penjualan barang gadai tersebut harga

barang melebihi jumiah pinjaman yang diperoleh nasabah ?

B. Dokumentasi

2

Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung,

. Visi misi dan struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton

Bandar Lampung.
Brosur produk gadai emas Bank Syariah Mandin KCP Kedaton
Bandar Lampung,
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Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka
meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan
dengan judul "IMPLEMENTASI GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KEDATON BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/II/2002",

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai
dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
" : 02 Maret 2020
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12 it 2020 Syariah

No. 22/657-3/RO Il PT Bk

Kepada Rnbna:l:m 2

PT Bank Syarish Mandiri Gedung mm a

Branch Office Kedaton mg n&'z 9

Jin, Teuku Umar No.81 A-B mmm. 318903

Kedaton, Bandar Lampung W Syanshmandin co

U.p.: Branch Manager

Perihal | PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN

Rat i~ Surst Branch Office Kedston No. 22/0205-31256 Tangged 24 Agril 2020 Ferinal Permationsn Riset An
Subendra dan Tiara Mahasiswa IAIN Metro

Assalamu’alaikum wr.wb.

Semoga Bapak besarta seluruh jajaran senantiasa datam keadaan sehal wal ‘afiat dan
mendapat taufik seria hidayah dari Allah SWT, Aamiin,

Menunjuk referensi tersebut diatas dan dalam rangka pancegahan penyebaran Cavid-19,
dengan ini kaml sampaikan bahwa pelaksanaan riset penulisan penelitian skripsi dapat
dilaksanakan secara online di Cabang Saudara, dengan keterangan sebagai berikut;

No Nama, NiM Universitas/ “Periode Judul Penslitian Unit Kerja
Fakultas Penelitian Penelitian
1 Tiara Nurviant, IAIN Metrod/ 2Juni 2020 5.4 | implemontasi Gedal Emas | Granch Otice
1802100074 Ekonom| dan 15Juni 2020 | Pada BSM Kedaton
Bisnis |slam KedatonBerrdasarkan
2 Subendra, AN Matrol 2 Jni 2020 8.4 | Anafiss
1602100152 Exonom| dan 15Juni 2020 | Risiko Pada Pambiaysan | Kedston
Bisnis tstam Umum Mikro

1. Pesera harus mematuhi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 seria ketentuan intem
Bank Syarfah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.

2. Peserta harus mematuhi SPO HC perihal Risel, Survey, Penelitian limiah, Pengisian

Qmslonerbaylmmmdalamrangkapenyumnskﬁpsi: program studi S1 - 83

dan praktek kerja lapangan/magang bagt siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.

Peserta hanya dapat memperolsh data untuk kepentingan fimiah dan yang

bersangkutan tidak diperkenankan menyebarluaskan kepada pihak lain.

Peserta tidak diperkenankan menyalin {fotocopy) data dan membuat salinan dokumen

nasabah untuk kepentingan pribadi. .

Peeeﬂamelaksanakanrbe(selunat2(dua)nﬂnggu,danbﬂadwmmdapat

diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.

Peserta akan dibawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.

Setelah melaksanakan penelitian/riset, peserta menyerahkan 1 (satu) buah copy hasii

riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri,

Peserta wajib menandatangani Surat Pernyataan bermateral (terlampir),

Pdﬂsanaanpenemandeomdﬂalu*mdunanwawanmmﬁluvideomdmdah

yang diperiukan agar diberikan secara online (dengan tetap mengacu pada poin 1 dan

3)

Demikian kami sampalkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan tarima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
REGION il PALEMBANG

O® No® o » W

Aden Ruhimat
RBSS Manager




é ‘ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
‘Q f} INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

l I Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47298; Website: digilib. metrouniv.ac.id; pustaka lain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-258/n.28/S/U.1/0T.01/04/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TIARA NURVIANTI
NPM 1 1602100074
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Isiam/S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (JAIN) Metro Lampung
Tahun Akademik 2018 / 2020 dengan nomor anggota 1602100074,

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari
pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam
rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperiunya.

Metro, 20 20
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w INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

.. . n ° METRO
Ki. Hn;arDcwmmepw 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
- {@metrouniv ac.id Website : wiww metrouniv ac id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VHI2020
Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA
o Tanda Tangan
NO l?arifl' gl Hal Yang Dibicarakan Doiea
! v
J mA} /5(09, usmfndc % “"“‘f;"‘f‘? -
|
| ( ?’/ 0\// 20| kan .
| &
Dosen Pembimbing I, Mahasiswa ybs,
Tiara Nurvianti

NIP. 1965011119930p 1 00 1 NPM. 1602100074
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INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

ME
KLHAJ Dewantara Kampus 15 A fringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp, (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Email : @metrouniv.ac.id Website

T WWW.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti
NPM : 1602100074
Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : VH2020

NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan

Dosen

itk
Yy

\/PAJK gl fwﬁ Al

X@&MMﬁ
WAKW

s Ly D] %g(

L Sefipsd (i

NIP. 196501 1 1 199303 1 00 1

Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074
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mumxouwuw BIMBINGAN SKRIPSI

Fakultas/Jurusan : FEBI /S| PRS
Semester/TA : V2019

Scanned by CamScanner
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181N METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 135 A Iringmulyo Kota Metro umpmg 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www metroupiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VIL2019
Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan Ames S |

[2epv” L T-[1 S
N0 4!‘%@ wtbap PR

oygh - | Tk AR

Dosen Pembimbing 1, Mahasiswa ybs,

Tiara Nurvianti
NIP. 19650111199303 1 00 1 NPM. 1602100074
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Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website * www metrouniv a¢.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VII2019
Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA

'NO | Harifl‘gl Hal Yang Dibicarakan Tanda Tangan

13/01/ | Havk yo masit, alah,
ROLD . [pt s ‘LQ V‘)“k‘)

J (tbates “*““"""‘P’{’
WiZL” Dorony L84, W/LS/
/IZQWA« 0“( Line. LH%Q

Sqnss |V Pobati Tubisan Nek
)

V [t Defe Mt
Ve /ATD.

Dosen Pembimbing I, Mahasiswa ybs,
“%C @M
Drs. H. M. Saleh, MA Tiara Nurvianti

NIP. 19650111199303 1 00 1 NPM. 1602100074
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Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniy.ac.id Website : www metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VII2019
Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.1
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan
; {fu. .
awﬂ at - D 0uktue
\
2. |- wl ~&»7W Ao T4
don W
Mahasiswa ybs,
Muham rdi, M.S.1 Tiara Nurvianti
NIP. }980Q7§82008011012 NPM. 1602100074
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Ki. Hajar Dewantara Kampus |5 A Inngmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp, (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @meiroaniv.ac.«d Website | www metroumiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS

NPM : 1602100074 Semester/TA : VIL2019
Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, ML.S.I

NO Hal Yang Dibicarakan

Hari/Tgl
, QI-Z R ol o> nomon,
: (nopg ~ fertie AoPlr stoten  husat:
e Y

:JWM%W};"W’M

Mahasiswa yb
éﬁ’@%

Tiara Nurvianti
NPM. 1602100074

NIP. 19§007182008011012
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Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro anpung 3111 Telp. (0723) 41507, Fax (0725) 47296,
Email - @metrouniv.ag.id Website | www metrouniv ac id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VII2019
Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan ' b~ g

Ll |V i g
Jaynpoug || bt B g K

\
1

Dosen Pembimbing I, Mahasiswa ybs,

Drs. H. MA Tiara N
NIP, 19650111199303 1 00 1 NPM. 1602100074



u

s

O

KEMENTERIAN AGAMA RI

METRO
Email - @metropniv.ac,id Website -

INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

Kl n;ar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Kota Metro Lampung 24111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
W, metrouniv.ac id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VII2019
Dosen Pembimbing : Drs. H. M. Saleh, MA
s . o Tanda Tangan
NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan Bossn
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Ki Ha) Dcwnnun Kmnpm 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Emnil : @metrouniv.ac.id Website - www. metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VII/2019
Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.1

NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan

i Ww@ M?d‘w

Mahasiswa vbs,

e

Muhammad H i . Tiara Nurvianti
NIP, 1980 717008011012 NPM. 1602100074
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METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34112 Telp, (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac id Website © www metrouniv,ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VII 2019
Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.1

NO ' Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan
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METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Irmgmulyo Kota Metro Lompung 34112 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Tiara Nurvianti Fakultas/Jurusan : FEBI /S1 PBS
NPM : 1602100074 Semester/TA : VII2019
Dosen Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

NO Hari/Tgl Hal Yang Dibicarakan
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Boand - indonusien Council of Ulama

Sekretarint : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijsya Kusums, Jakarta Pusat 10710
Telp (021) 3450932 rax (021) 3340889

—

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUVIIL2002

Tentang
RAHN

e b

Dewan Syariah Nasional sctelsh,

Menimbang ¢ & bahwa salsh satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan utang;

b. bahwa lembuga keuangan syariash (LKS) perlu
merespon  kebutuhan  masyarakat  tersebut  dalam
berbagai produknya;

c. bahwa agsr cam tersebut dilakukan sesuai
prinsip-prinsip  syari'sh, Dewan Syariah Nasional
memandang perlu menctapkan fatwa untuk dijadikan
pedoman tentang Rakn, yaitu menahan barang scbagai
Jjaminan atas utang.

Mengingat ¢ L. Firman Allah, QS. Al-Bagarah [2]: 283:

Y B SR ATRLAN I WP WL S 1 1

cen A2 gda db!! l,:jl:l}.&'aa PJJJ‘J “J.Dr;ifdp

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu

tidak memperoleh seorang juru wlis maka hendaklak
ada barang tanggungan yang dipegang ... ",

2. Hadis Nabi iwayat al-Bukhari dan Muslim dari *Aisyah
r.a., ia berkata:

. 0,07 saly pave ofs % . S Tera ®
e T Y R R R R e
f TR o Seris - e £ .03
A 1 G5 1555 ) G
“Sesungguhnya Rasulullah s.aw. pernah  membeli

makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya,

3. Hadits Nabi niwayat al-Syafi"i, al-Daraquthni dan Tbnu
Mzjah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda;

<y L5 435 Gl amle e 1300 Bl Y

llne

.UJF'



25 Rahn 2

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik
yang menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan
menanggung resikonya.”

Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-
Nasa'i, Nabi 5.a.w. bersabda:

S T Ly WA O i) i LS el
A Ly LS tedh iy (0 D ) i

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang

ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan
menanggung biayanya. Orang yang menggunakan
kendaraan dan  memerah  susu  tersebut  wajib

menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."
Tjrma:

Para ulama sepakat membolchkan akad Rahn (al-
Zuhaili, al-Figh al-Istami wa Adillandhu, 1985, V: 181),

Kaidah Figih:
o 3 0% o 3 Ryl ot g

R

- >

Padas dasamya segala bentuk muamalat boleh dilakukon
kecuali ada dalil yang mengharamkannya,

Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:
Ak 3 A i e Syl 'fc.»{n § oy afy
(T o ic chLﬁaY&ill)

Mengenai dalil ijma’ wmmat Islam sepakat (ijma’)
bahwa secara garis besar akad rahn (gadoijpenjaminan
utang) tﬁperbolehkan

Sl ek e LAY 30 g et
(Y)Y =Y z t‘.‘.g)-ﬂcu|¢-)
Pemberi gadal boleh memanfoatkan barang gadai

secara  penwh  sepanjang  tidak — mengakibatkan
berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut,

c‘-q df J“)‘u u.; ‘ﬂ' u(L’d' :: 3-1-; h -
?ﬂ'ﬂt:r;

Dewan Syari'ah Naxional MUI
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat
bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan
barang gadai sama sekali .

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari‘ah Nasional
pada har Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002
dan hari Rabu, |5 Rabi"ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG RAHN

Bahwa pinjaman dengan menggadaiksn barung scbagai
jaminan utang dalam bentuk Rahn  dibolehkan dengan
ketentuan scbagai berikut.

Ketentuan Umum

1

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan Marhunt (barung) sampai semua utang Rahin
(yang menyerahkan bamng) dilunasi,

Marhun dan manfaamya tetap menjadi milik Rahin.
Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfastkan olch
Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi
nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti
biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharsan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga
olch Murtahin, scdangkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman,
Penjualan Marfun

4. Apabiln  jatuh  tempo,  Murtahin  harus
memperingatkan  Rahin untuk scgera  melunasi
utangnys.

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya,
maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui
lelang sesuai syaeriah,

¢ Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi
utang, biaya pemcliharaan dan penyimpanan yang
belum dibayar serts biaya penjualan

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketentuan Penutup

1.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika ferjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,

penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan
Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

Dewan Syari‘oh Nasional MUI
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melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudisn hari temyats terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempumakan scbugai-
mana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1S Raubi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

DEWAN SYART'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, ‘ : Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syari'ah Nasional MU/
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
Natlonal Sharia Board - Indoncsian Couil of Ulass

Sekreturiut : Musjid lsuqlal Kamar 12 Taman Wijeya Kosuma, Jakarts Pusat 10710
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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUUII/2002

Tentang
RAHN EMAS
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Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang i @ bahwa salah satu bentuk jasa pelayunan yang menjadi
kebutuhan lmsymku adalah Rahn, yaitu menahan
barang sebagai jaminan atas utang;

b.  bahwa bank syar'sh perlu merespon kebufuhan
masyarakat tersebut dalam berbagai produknys;

¢. bahws masyarakat pada umumnya telah lazim
menjadikan emas scbagai barang berharga yang
dlssmpan dan menjadikannya ob;ek rahn  sebagai
Jjaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;

d.  bahwa agar cara terscbut dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip syarish, Dewan Syariash Nasional
memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu
untuk dijadikan pedoman,

Mengingat 1. Firman Allah, QS. al-Bagarh [2]: 283:

* s N S S T P 1o 2
Ay 35 G et oy L o 250 Yy
Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang....

2. Hadis Nabi riwayst al-Bukhari dan Muslim dari
'A'isyah r.a., ia berkata:
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Sesungguhinya Rasulullah s.aw pernah membeli

makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

3. Hadis Nubi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu
Majuh dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

daw
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Memperhatikan N 1

saa !
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"Tidak  terlepas kepemilikan barang gadai dari
pemilik  yang menggadaikannya. la  memperoleh
manfaat dan menanggung resikonya,"

Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-
Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:
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"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang
ternak yang digadaikan dapat diperah susunya
dengan  menanggung  biayanya. Bagi  yang
menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib

menyedickan biaya perawatan dan pemeliharaan.”
Ijma’ :
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-

Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:
181).

Kaidsh Figh:
o 55 1 % ey Bt 4 T
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Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Surat dari Bank Syarish Mandiri No 3/305/DPM
Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan
Fatwa atas Produk Gadai Emas,

Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari
Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ FATWA TENTANG RAHN EMAS

Pertama s L

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rshn
(lihat Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUIIIL2002
tentang Rahn).

Ongkos dan biaya penyimpanan barang (markun)
ditanggung oleh penggadai (rahin).

Dewan Syari'ah Nasional MU
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3. Ongkos scbagaimana dimsksud ayat 2 besamya
didasarkan pada pengelusran yang nyata-nyata
diperlukan,

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan
berdusarkan akad Ljarah,

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jike di kemudisn hari temyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnskan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal -14 Muharram 1423 H

28 Marct 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, ' Sekretaris,

/ Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

% Mahfudh
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tiara Nurvianti. Lahir di
Bumi Harjo pada tanggal 14 November
1997. Saat ini penulis bertempat tinggal di
Dusun Bumi Arum RT 008/RW 003 Desa
Bumi  Harjo  Kecamatan  Batanghari
Kabupaten Lampung Timur.  Penulis
menempuh pendidikan formal pertamanya di
TK PGRI 1 Bumiharjo tahun 2004.

Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1

Bumiharjo dan selesai pada tahun 2010. Setelah menamatkan di bangku
Sekolah Dasar penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Batanghari dan selesai
pada tahun 2013. Setelah lulus dari Pendidikan Menengah Pertama kemudian
penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Metro dan selesai pada
tahun 2016. Mulai tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan S1
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro. Penulis berharap dapat meluluskan strata satu nya
pada tahun 2020 dan segera mewujudkan cita-citanya menjadi Seorang

Banker.




